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Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli
Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini merupakan hasil
penelitian yang menjawab 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana praktik jual
beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya? dan 2) Bagaimana
analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya?.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field
research). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data
pada penelitian ini yaitu dengan observasi, kemudian dilakukan wawancara
dengan pihak-pihak terkait yakni pihak penjual dan pembeli emas non tunai,
serta dibuktikan dengan dokumentasi. Sedangkan, pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif dengan analisis
deduktif, yaitu proses berpikir untuk menyajikan suatu kesimpulan yang logis
berdasarkan dari teori dan fakta yang telah diakui kebenarannya dari penelitian
yang sedang dilaksanakan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli emas non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan dengan baik karena
banyaknya pembeli yang merasa dirugikan. Adanya tambahan biaya sebesar 30%
di akhir angsuran sebagai biaya perawatan emas, membuat para pembeli merasa
keberatan dengan biaya yang terbilang cukup tinggi dan tidak diinformasikan di
awal. Berdasarkan analisis hukum Islam praktik jual beli emas non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak sah dikarenakan tidak sesuai
dengan syarat jual beli dan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI sehingga
mengakibatkan adanya unsur ribawi dalam praktik jual belinya.
Adapun saran bagi penjual emas dengan sistem pembayaran non tunai ini
adalah supaya lebih transparan dalam memberikan informasi terkait sistem kredit
yang ditetapkannya. Karena apabila penjual tidak transparan mengenai sistem
kredit dalam jual belinya justru akan memberatkan bagi pembeli. Sehingga
dengan adanya transparansi dalam praktik jual belinya tidak akan ada lagi pihak-
pihak yang merasa dirugikan. Apapun bentuk dari sistem kredit yang telah
ditetapkan, hal itu harus disampaikan seluruhnya kepada pembeli untuk
meminimalisir terjadinya riba dalam praktik jual belinya.
 












































BAB I - PENDAHULUAN......................................................................................1
A. Latar Belakang Masalah...............................................................................1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.................................................................9
C. Rumusan Masalah.......................................................................................10
D. Kajian Pustaka............................................................................................ 10
E. Tujuan Penelitian........................................................................................16
F. Kegunaan Hasil Penelitian..........................................................................16
G. Definisi Operasional................................................................................... 18
H. Metode Penelitian.......................................................................................19
I. Sistematika Pembahasan............................................................................ 25
BAB II - TINJAUAN UMUM JUAL BELI EMAS NON TUNAI.......................27
A. Jual Beli dalam Islam..................................................................................... 27
1. Pengertian Jual Beli....................................................................................27
2. Dasar Hukum Jual Beli...............................................................................28
3. Hukum Jual Beli......................................................................................... 32
4. Rukun dan Syarat Jual Beli........................................................................ 33
5. Jual Beli Yang Fasid...................................................................................36
 
































6. Jual Beli yang Dilarang...............................................................................37
B. Riba dalam Jual Beli.......................................................................................40
1. Pengertian Riba...........................................................................................40
2. Macam-Macam Riba...................................................................................42
C. Jual Beli Non Tunai (Kredit)..........................................................................44
1. Pengertian Jual Beli Non Tunai (Kredit)................................................... 44
2. Hukum Jual Beli Non Tunai (Kredit).........................................................45
3. Syarat Jual Beli Non Tunai (Kredit).......................................................... 46
BAB III - PRAKTIK JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI KECAMATAN
SEMAMPIR KOTA SURABAYA....................................................................... 47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.......................................................... 47
1. Letak Geografis Kecamatan Semampir..................................................47
2. Struktur Organisasi Kecamatan Semampir............................................ 50
3. Kondisi Sosial Budaya............................................................................50
4. Kondisi Ekonomi.....................................................................................51
5. Mata Pencaharian Penduduk...................................................................53
B. Gambaran Umum Objek Penelitian............................................................54
C. Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya.............................................................................................................55
BAB IV - ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
EMAS NON TUNAI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA....61
A. Analisis Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya.............................................................................................................61
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya...............................................................64




LAMPIRAN................................................Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.
 

































Gambar 1 - Struktur Organisasi Kecamatan Semampir........................................50
 

































Tabel 1 - Banyaknya Industri Besar dan Sedang Menurut Sektor........................52
Tabel 2 - Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga..................... 52
Tabel 3 - Banyaknya Pasar, Pedagang dan Stand Menurut Kelurahan.................53
 


































A. Latar Belakang Masalah
Bangkitnya ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah jawaban atas
kebutuhan terhadap ilmu ekonomi yang lebih memanusiakan manusia.
Ilmu ekonomi Islam diyakini mampu mensejahterakan umat manusia
menjadi lebih baik lagi yang sesuai dengan nilai-nilai tentang ajaran Islam
yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Namun, dalam
perkembangannya sendiri ilmu ekonomi Islam saat ini masih dapat
dikatakan belum seimbang apabila disandingkan dengan perkembangan
ekonomi konvensional.
Di satu sisi, walaupun sudah didapati beberapa penyimpangan
dalam praktiknya tetapi perkembangan institusi ekonomi Islam dapat
dikatakan berkembang cukup pesat. Sedangkan disisi lain, penggalian
teori-teori ekonomi Islam dapat dikatakan masih kurang, sehingga
membuat perkembangannya relatif sangat lambat. Keadaan yang seperti
inilah tentunya menjadi tantangan bagi setiap manusia sekaligus peluang
yang cukup besar terhadap eksistensi ilmu ekonomi Islam saat ini dan
juga perkembangannya di masa yang akan datang.1
1 Hasani Ahmad Said, Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
hlm. 109
 
































Berbicara mengenai manusia, manusia adalah makhluk yang
diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial dan ekonomi.
Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena manusia akan
selalu memikirkan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya
yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi
manusia juga memiliki akal dan pikiran untuk melangsungkan kegiatan
ekonomi guna memenuhi hasrat ketidakpuasan akan kebutuhan hidupnya.
Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling bergantung
pada orang lain dalam menghadapi berbagai kebutuhannya yang beraneka
macam, salah satunya yaitu dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli
merupakan interaksi sosial antar manusia satu dengan lainnya yang
berdasarkan pada rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Jual beli dalam
bahasa arab diartikan sebagai “al-bai’” yang berarti menjual, mengganti,
dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.2
Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong
antara sesama manusia. Adapun orang yang sedang melakukan transaksi
jual beli tidak hanya dipandang sebagai orang yang sedang mencari
keuntungan semata, melainkan orang tersebut juga dipandang sebagai
orang yang sedang memenuhi kebutuhan satu sama lain.
Pada intinya, jual beli merupakan interaksi timbal balik antara
sesama manusia dengan manusia yang lain, mengapa disebut timbal balik?
Karena pihak penjual menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh
2 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 116
 
































pihak pembeli dan pihak pembeli memberikan keuntungan yang dicari
oleh pihak penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan suatu
kegiatan yang mulia, dan Islam memperbolehkan kegiatan ini asalkan
sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan syariat Islam.3
Secara definisi, jual beli dapat diartikan sebagai suatu perjanjian
tukar-menukar atas suatu barang atau benda yang mana barang atau
benda tersebut mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah
pihak yang melakukan akad, pihak yang satu menerima benda-benda dan
pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan
yang telah dibenarkan oleh syara’ dan sudah disepakati bersama-sama.4
Seperti yang diketahui saat ini, minat masyarakat terhadap emas
dijadikan sebagai salah salah satu alternatif investasi dan juga pemenuhan
gaya hidup (life style). Permintaan emas yang relatif cukup tinggi saat ini
dimanfaatkan oleh banyak pengusaha emas untuk menawarkan berbagai
produk emas seperti perhiasan, accessories, maupun emas murni dalam
bentuk batangan. Maraknya penawaran emas secara kredit saat ini
tentunya menggiurkan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas namun
belum memiliki kecukupan dana untuk membelinya secara kontan.
Dengan adanya keadaan yang seperti ini tentunya lembaga keuangan
syariah maupun usaha perorangan saling bersaing untuk menawarkan
berbagai bentuk angsuran dalam produk jual beli emas, hal ini ditujukan
3 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah,
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54
4 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68-69
 
































agar dapat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat yang ingin
memiliki emas yang diinginkannya namun tidak memiliki kecukupan
dana untuk membelinya secara tunai.
Apabila dilihat secara sepintas, sebenarnya tidak ada
permasalahan terhadap jual beli emas secara tidak tunai (kredit) selama
emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar harga (tsaman), akan
tetapi dalam Islam terdapat kaidah-kaidah yang harus dipahami dan
diketahui bersama bahwasanya jual beli barang komoditas yang telah
ditetapkan dalam hadits dan madzhab ulama memiliki aturan-aturan
bahwa jual belinya disyaratkan secara khusus. Adapun dasar hukum yang
melandasi jual beli emas secara tidak tunai ini bersumber dari al-Qur’an,
Hadits, Ijma’, Kaidah Ushul dan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
Dasar hukum dalam pelaksanaan jual beli emas telah diatur dalam
al-Qur’an dan Hadits, namun di al-Qur’an hanya menjelaskan tentang jual
beli secara umum sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah
ayat 275 yang berbunyi :
َِكل َل ِِّ َل ل
 ْٱ َل ِِ َن ََ يل شل لَّ
 ْٱ ُن ّّين لتلخل ي ى ِ َّ
 ٱ ُن ُنو ل ي ل مل ّّ َ
ا َل و ِن ُنو ل ي ّل اا لوو َِ ّ
 ْٱ َل نو لأُلن ي َل ي ِ َّ
 ٱ
ۦ ُِ ِّ َ ّّ َ ِِّ ٌة َل ِِ ول ِل ۥ ُن َل ا ٓ َل َ َل َل اا لوو َِ ّ
 ْٱ ُل ِّ حل ول َل ّلشل ل
 ْٱ ن ّّ  ٱ ّ َ حل ول اا لوو َِ ّ
 ْٱ ّن ْل ِِ َن شل ّل ل
 ْٱ ٓ َل ّ ّ َ
ا اا ْنوا َٓل ْل ن َّ أَ َِ
َل و ِدن ََ ٰل هٓل َِ ل من ِّ ّّٓ
 ْٱ ُن ََ ل ٰل  َ َل ِِ ا ََ ل ْ َلأُوا َل َٓل َل ِل ول ِ ّّ
 ٱ َل
َ
ا ۥا ُن ِن ِل  َ ول َل َل َل ٓ ِل ۥ ن َلهل لتٰو َل ن
ٱ َلأ
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
 
































(tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah: 275)5
Berdasarkan isi dari surat al-Baqarah ayat 275 di atas maka dapat
diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan atau
memperbolehkan semua kegiatan jual beli kepada hamba-hamba-Nya
dengan baik asalkan sesuai dengan syariat Islam, dan Allah SWT juga
melarang sekaligus mengharamkan praktek jual beli yang mengandung
riba didalamnya, karena pelaku-pelaku riba ialah orang-orang yang
termasuk dalam penghuni neraka karena mereka telah melanggar
ketentuan-ketentuan yang sudah Allah SWT tetapkan.6
Kemudian, salah satu hadits yang menjelaskan tentang hukum jual
beli emas adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang
berbunyi :
Dari Umar bin Al-Khaththab ra. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali
secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan,
biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan,
tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara
kontan (HR. Bukhari Muslim).
Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pengharaman atas
jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy Syifa’, 2000), hlm.99
6 Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2
 
































dilakukan pembayaran secara kontan atau cash di antara kedua belah
pihak yaitu penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad.
Adapun yang dimaksud dengan tempat akad adalah tempat
berlangsungnya jual beli dan bertransaksi, baik keduanya sama-sama
duduk atau sambil berjalan dan sebelum keduanya berpisah. Adapun yang
dimaksud dengan perpisahan adalah segala sesuatu yang menurut
kebiasaan dianggap sebagai perpisahan antara manusia.7
Adapun menurut ijma’ yang telah disepakati oleh sebagian besar
ulama menerangkan bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai barang
ribawi termasuk juga gandum, syair, kurma dan garam.8 Hal ini
dikarenakan illat-nya yaitu sebagai patokan atas harga dan sebagai alat
pembayaran yang fungsinya seperti mata uang modern.9 Oleh karena itu,
emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadits
memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas
dengan istilah dan ukuran yang berbeda-beda.
Sedangkan, Kaidah Ushul yang digunakan dalam jual beli emas ini
adalah kaidah, “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya
‘illat”. Kaidah ini merupakan kaidah dalam syariah yang sifatnya
merupakan suatu kebiasaan yang sudah umum digunakan dalam
pengambilan atau penetapan suatu hukum.
7 Ibid, hlm. 134
8 Syaikh Al-Alamah Muhammad, Fiqh Empat Mazhab, (Jakarta: Hasyimi Press, 2010), hlm. 226
9 Syuhada Abu Syakir, Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi, (Bandung: Tim
Toobagus, 2011), hlm. 86
 
































MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi kepemimpinan
umat Islam di Indonesia, melalui DSN (Dewan Syariah Nasional) merasa
perlu terhadap kewajibannya menjawab pertanyaan yang muncul di
kalangan masyarakat, khususnya yang menyangkut permasalahan
ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat sekarang ini, dalam hal
ini yaitu status hukum jual beli emas secara angsuran (kredit).
Dalam fatwanya yang bernomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang
membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai. Melalui fatwa
tersebut Dewan Syariah Nasional menerangkan bahwa hukum jual beli
emas secara tidak tunai itu boleh (mubah), dalam artian selama emas
tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa
atau jual beli murabahah.
Para ulama kontemporer seperti yang disebutkan dalam fatwa
DSN-MUI diantaranya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali
Jumu’ah, membolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Menurut Syekh
Ali Jumu’ah yang dikutip dalam fatwa, emas dalam hadits ini
mengandung illat, yaitu bahwa emas dan perak merupakan media
pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi itu
telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Hal ini dikaitkan dengan
kaidah ushul :
ٓ ِم َل َل ول ا َم ول ُن ون ُِ َِّت َِ َل ِل ّن ول َن ل ي ن مل الْلحن
“Hukum itu berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”.
 
































Ketika disandingkan dengan kondisi saat ini, hal itu telah berubah,
maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku)
bersama dengan ‘illat-nya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka
tidak ada larangan syara’ untuk memperjualbelikan emas yang telah
dibuat atau disiapkan untuk diperjualbelikan dengan cara angsuran.10
Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang masalah jual beli,
baik itu dari segi metode maupun dari segi praktik pelaksanaannya,
sehingga dengan kondisi yang demikian ini membuka suatu peluang usaha
terjadinya sistem jual beli secara tidak tunai. Dalam kegiatan sehari-hari,
kata kredit bukan lagi suatu perkataan yang asing untuk didengar
dikalangan masyarakat, tidak hanya di perkotaan besar saja, melainkan di
pelosok desa pun sudah sangat populer untuk didengar.
Seperti salah satunya daerah yang melakukan kegiatan transaksi
jual beli emas sacara non tunai (kredit) ini adalah di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya. Kegiatan jual beli ini berawal dari usaha
perorangan yang dilakukan oleh warga sekitar yang menawarkan
pembiayaan jual beli emas secara kredit dengan sistem angsuran perbulan.
Dalam sistem kreditnya penjual menawarkan emas dengan pilihan jangka
waktu 3 bulan dan 6 bulan.
Kemudian selama perjanjian, emas disimpan dahulu oleh penjual
yang dijadikan sebagai jaminan agar pembeli tetap membayar
10 Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,
hlm.4
 
































angsurannya serta pembeli juga perlu membayar biaya tambahan sebesar
30% dari harga angsuran sebagai biaya perawatan emas selama masih
dalam jaminan penjual.
Dari paparan uraian persoalan diatas, maka penulis merasa perlu
mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap praktik jual beli emas non
tunai yang terjadi di masyarakat dalam bentuk skripsi dengan judul :
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya”.
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka
terdapat beberapa masalah yang bisa dikaji, antara lain :
1. Pelaksanaan praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya.
2. Alasan masyarakat membeli emas secara non tunai.
3. Hukum jual beli emas secara non tunai dalam Islam.
Dari beberapa identifikasi masalah yang sudah penulis sebutkan di
atas, agar penulisan ini tidak melebar dari pokok pembahasan, maka
penulis mengkerucutkan dari identifikasi masalah tersebut dengan
memberikan suatu batasan masalah, yaitu sebagai berikut :
1. Praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya.
 
































2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli emas non
tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pembahasan judul diatas dan
berdasarkan dari identifikasi masalah maka dapat diambil suatu rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli
emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya?
D. Kajian Pustaka
Bagian kajian pustaka merupakan bagian penting untuk mengkaji
terhadap bahan-bahan bacaan khusus yang mengandung dan berkaitan
dengan objek penelitian yang akan dikaji, hal ini ditujukan untuk
mengindari terjadinya suatu pengulangan penelitian atau biasa disebut
dengan plagiarisme. Adapun manfaat dari kajian pustaka ini ialah sebagai
bentuk tanggung jawab moral, dan bentuk kejujuran bagi penulis dalam
menciptakan sebuah karya tulis ilmiah yang layak.11
11 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 162
 
































Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memberikan beberapa
penelitian-penelitian terdahulu yang hampir mirip atau memiliki
keterkaitan terhadap objek pembahasan yang akan dibahas penulis guna
untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan menjelaskan
terkait pembahasan praktik jual beli beli emas non tunai. Berdasarkan
hasil dari penelusuran penulis, ditemukanlah lima penelitian yang hampir
sama topik pembahasannya, yaitu :
1. Skripsi yang ditulis oleh Aida Rachman (2014) yang berjudul
“Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam
Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan
Mogot-Tangerang)”. Skripsi ini berisikan suatu penelitian
terhadap hukum jual beli emas secara kredit menurut
perspektif Islam Kontemporer di Pegadaian Syariah Cabang
Daan Mogot Tangerang. Menurut pandangan para ulama’ ada
yang berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit
hukumnya diperbolehkan, pendapat ini didukung oleh
pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer
yang sependapat, alasannya karena jual beli emas boleh
dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya
tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga) melainkan sebagai
sil’ah (barang). Sedangkan ada pula yang berpendapat bahwa
hukum jual beli emas secara kredit adalah dilarang atau
diharamkan, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas
 
































fuqaha, dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali
serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani, alasannya
karena emas dan perak adalah tsaman (harga), yang tidak
boleh dipertukarkan secara angsuran, karena hal ini
menyebabkan riba.
2. Skripsi yang ditulis oleh Indra Suwanda (2018) yang berjudul
“Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
(Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar
Lampung)”. Skripsi ini berisikan suatu penelitian terhadap
implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010
terhadap jual beli emas secara tidak tunai di PT Pegadaian
Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung. Jual beli emas
secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim
Bandar Lampung implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa
DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, karena Harga emas
selama dalam masa angsuran tidak mengalami kenaikan dan
emas selama dalam masa cicilan oleh nasabah akan ditahan
oleh pihak pegadaian, dan tidak bisa terjadi obyek akad yang
lain oleh PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim.
3. Skripsi yang ditulis oleh Syahdita Sukma Wijayanti yang
berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian
Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)”.
 
































Skripsi ini berisikan suatu penelitian tentang kajian terhadap
Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang kebolehan
jual beli emas secara tidak tunai dengan pandangan Fiqh.
Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai
dengan ulama mazhab yang membolehkkan jual beli emas
secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiyah dan Ibnu
Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat
tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks
pembayaran jasa pembuatannya.
4. Skripsi yang ditulis oleh Hafidani Kusuma yang berjudul “Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An
Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010”. Skripsi
ini berisikan suatu penelitian komparatif terhadap pemikiran
Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun
2010 terhadap jual beli emas secara tidak tunai. Taqiyuddin
An Nabhani berpendapat tidak membolehkan jual beli emas
secara tidak tunai, bahwasanya emas adalah barang ribawi
yang haram untuk dijual belikan secara tidak tunai, karena
emas adalah sebagai alat tukar barang. Sedangkan menurut
pendapat MUI, melihat bahwa status emas pada zaman
sekarang ini sudah tidak lagi menjadi alat tukar melainkan
hanya sebagai perhiasan semata, maka dari itu MUI
memperbolehkan jual beli emas tersebut.
 
































5. Skripsi yang ditulis oleh Chairul Afnan yang berjudul “Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN
MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)”. Skripsi ini berisikan
suatu penelitian tentang suatu kajian teoritis terhadap
eksistensi dan istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI
dalam memutuskan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-
MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
Kemunculan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 ini
dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: pertama,
pesatnya pertumbuhan ekonomi saat ini. Kedua, latar belakang
sosial politik dimana keluarnya fatwa ini pada dasarnya
mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah.
Adapun metodologi istinbath hukum yang digunakan DSN-
MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas
secara tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber
hukum Islam, yaitu al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas.
Dari beberapa kajian pustaka tersebut diatas, dapat ditarik
persamaan dan perbedaan dari skripsi pertama hingga skripsi kelima,
yaitu: Skripsi pertama, persamaannya adalah sama-sama menjelaskan
tentang mekanisme jual beli emas secara tidak tunai. Adapun
perbedaannya dengan penelitian ini adalah di skripsi yang pertama ini
lebih fokus kepada mekanisme atau proses jual beli menurut perspektif
 
































Islam Kontemporer. Sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat
sekarang ini lebih fokus kepada praktik jual beli dalam segi ribawinya.
Skripsi kedua, persamaannya adalah sama-sama menganalisis
tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikorelasikan dengan
Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Adapun perbedaannya
dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada praktik jual
belinya bukan kepada implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-
MUI/V/2010 terhadap praktik jual beli emas non tunai, melainkan lebih
kepada ketidaksesuaian praktiknya terhadap hukum Islam.
Skripsi ketiga, persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama
membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa DSN-
MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Adapun perbedaannya adalah dalam
skripsi ini peneliti sebelumnya hanya mengkaji tentang Fatwa DSN-MUI
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tetapi dalam penelitian penulis saat ini
lebih kepada membahas tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai
yang mana praktik jual belinya tidak sesuai dengan hukum Islam.
Skripsi keempat, persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama
membahas tentang hukum jual beli emas secara tidak tunai. Adapun
perbedaan dengan skripsi ini adalah peneliti sebelumnya lebih fokus
kepada hukum jual beli emas secara tidak tunai yang dikomparasikan
antara pendapat Taqiyuddin An-Nabhani Dan Fatwa DSN-MUI Nomor:
77/DSN-MUI/V/2010. Sedangkan dalam penelitian penulis saat ini lebih
 
































fokus kepada unsur ribawi di praktik jual belinya karena tidak sesuai
dengan hukum Islam.
Skripsi kelima, persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-
sama meneliti hukum jual beli emas secara tidak tunai menurut Fatwa
DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 dengan metode analisis
deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan skripsi ini adalah
peneliti sebelumnya lebih kepada mengkaji ulang mengenai alasan jual
beli emas secara tidak tunai diperbolehkan, namun untuk skripsi yang
penulis angkat sekarang ini adalah kepada praktik jual belinya yang tidak
sesuai dengan kesepakatan awal saat akad berlangsung.
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan
rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :
1. Mendiskripsikan tentang praktik jual beli emas non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
2. Mendiskripsikan tentang analisis hukum Islam terhadap
praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka penulis
berharap dapat memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat pada
 
































umumnya dan terutama bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari
penelitian ini yaitu :
1. Kegunaan Teoritik
a. Dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan yang baru
tentang pemahaman akan praktik jual beli emas secara non tunai
yang sesuai dengan hukum Islam.
b. Dapat menjadi tolak ukur bagi para peneliti yang selanjutnya
dalam hal pemahaman dan penerapan mengenai praktik jual beli
emas secara non tunai yang sesuai menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Praktik
a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan
informasi yang baru bagi pelaku usaha jual beli emas secara non
tunai khususnya bagi pihak penjual emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya.
b. Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan wawasan
dan pemahaman baru pada masyarakat luas yang masih kurang
mengerti mengenai praktik jual beli emas non tunai yang sesuai
dengan hukum Islam.
c. Sebagai tugas akhir dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan
dibidang hukum ekonomi syariah khususnya mengenai jual beli
emas non tunai yang sesuai dengan hukum Islam.
 

































Untuk meminimalisir kesulitan pembaca dalam memahami
penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual
Beli Emas Non Tunai Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya” ini, maka
penulis memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah pokok yang
menjadi dasar dalam pembahasan penelitian ini, diantaranya yaitu :
a. Hukum Islam :
Hukum Islam adalah peraturan yang mengacu pada sumber hukum
Islam yang berasal dari al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ (pendapat ulama’)
yang berkaitan dengan jual beli emas secara non tunai.
b. Jual Beli :
Jual beli merupakan akad perjanjian tukar menukar barang atau
benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah
pihak yang berakad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat.12
c. Emas :
Allah SWT menciptakan dua logam mulia yaitu emas dan perak
untuk menjadi alat pengukur nilai atau harga bagi segala sesuatu.
d. Non Tunai :
Non tunai adalah penundaan pembayaran atas uang atau barang
kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan atau
tanpa jaminan, dengan bunga atau tanpa bunga.
12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.
69
 

































Metode penelitian merupakan anggapan dasar atas suatu hal yang
dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan suatu
penelitian.13 Hal ini dilakukan untuk mencari kebenaran terhadap masalah
yang akan dibahas dan kemudian disimpulkan secara sistematis.
Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian
ini adalah metode penelitian lapangan (field research). Adapun metode
penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian kualitatif yang
dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan secara langsung.14
Kecamatan Semampir Kota Surabaya menjadi lokasi yang digunakan
penulis sebagai tempat penelitian lapangan ini.
Kemudian untuk menyajikan suatu gambaran yang jelas dan
objektif dalam merangkai penelitian ini, yaitu tentang “Analisis Hukum
Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Non Tunai Di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya” , maka dibutuhkan beberapa susunan langkah
yang terstruktur dan sistematis, yang terdiri atas: jenis pendekatan dan
penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.
13 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), hlm. 254
14 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183
 
































1. Jenis Pendekatan dan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
penelitian lapangan (field research) tentang kasus jual beli emas non
tunai yang dilakukan di Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis pola pikir
deduktif, yaitu dengan menuangkan hukum dan pendapat para ulama’
untuk menganalisis tentang jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya.
2. Data yang Dikumpulkan
Data merupakan fakta, informasi, atau keterangan yang
dijadikan bahan baku dalam melakukan suatu penelitian dan bahan
pemecahan masalah. Maka penulis menghimpun data sebagai berikut :
a. Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya
b. Data tentang proses jual beli emas non tunai.
c. Data tentang tujuan pembeli membeli emas secara non tunai.
d. Data tentang hukum jual beli emas non tunai dalam Islam.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang akan
dikumpulkan oleh penulis, yaitu:
 
































a. Sumber Data Primer
Sumber Data Primer adalah sumber informasi yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap
pengumpulan atau penyimpanan data atau dapat disebut sumber
informasi tangan pertama. Untuk sumber data primer pada skripsi
ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap penjual emas non
tunai di Kecamatan Semampir dan pembeli emas non tunai di
Kecamatan Semampir.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber Data sekunder merupakan sumber informasi yang
secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab
terhadap informasi yang ada padanya. Adapun sumber data
sekunder pada skripsi ini didapat dari data-data yang diperoleh
dari artikel, situs internet, jurnal, buku, dan bacaan lain yang
berhubungan dengan objek penelitian skripsi yang akan dibahas.
4. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah sesuatu hal yang memiliki peran penting
di dalam suatu penelitian, adanya subjek dalam suatu penelitian harus
diatur terlebih dahulu sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan
data yang valid. Adapun kategori subjek penelitian dapat berupa
benda, hal atau orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
subjek penelitian pada umumnya adalah manusia atau apapun yang
 
































menjadi urusan manusia.15 Maka subjek penelitian dalam penelitian
ini adalah pelaku usaha jual beli emas non tunai.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah membicarakan tentang
bagaimana cara peneliti mengumpulkan data yang diperoleh untuk
menjawab rumusan masalah.16 Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yaitu
sebagai berikut :
a. Metode Observasi
Teknik observasi adalah teknik pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap objek penelitannya untuk mendapatkan liputan
suatu peristiwa. Berkaitan dengan ini, penulis melakukan
observasi (pengamatan) secara langsung yang dilaksanakan di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
b. Metode Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yaitu
narasumber dan pewawancara, untuk bertukar informasi dan ide
melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan sebuah
makna dalam suatu topik tertentu. Adapun pengertian wawancara
adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara
15Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hlm.132
16 Pedoman Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA, hlm.10
 
































melakukan proses tanya jawab dengan narasumber.17 Dalam hal ini
penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu
Ibu Anis Suryani selaku penjual emas kemudian Ibu Yuliana, Ibu
Suti Khanifah, Ibu Suliswidyastutik, dan Ibu Nur Chanifah selaku
pembeli emas.
c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi yakni teknik mengumpukan data-
data tertulis mengenai penelitian baik di tingkatan struktural,
tulisan, maupun data-data yang lain berupa skema atau foto-foto.
Dalam hal ini kegiatan dokumentasi yang dilakukan adalah
mendokumentasikan dari hasil penelitian di lapangan berupa
struktur, dan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data-data terkumpul melalui proses pengumpulan data,
maka data-data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Editing : kegiatan memeriksa kembali kebenaran data yang telah
diperoleh dari informan atau narasumber, hasil observasi,
menyeleksi foto, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang
lainnya, hal ini ditujukan untuk memperbaiki dan
menyempurnakan dengan cara menyesuaikan, menambahkan atau
17 Erwin Juhara, Cendekia Berbahasa Bahasa dan Sastra Indonesia, (Jakarta: PT Setia Purna Inves,
2005), hlm. 97
 
































mengurangi. Sehingga didapatkan suatu data-data yang lebih
akurat, tersusun dengan baik, sistematis, dan juga relevan dengan
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
b. Organizing : kegiatan menyusun dan mengatur kembali data-data
yang telah diperoleh secara terstruktur sehingga nantinya dapat
menghasilkan suatu gambaran dan bahan-bahan penelitian yang
jelas dan relevan agar lebih mudah untuk dipahami.
c. Analyzing : kegiatan menguraikan dan menelaah suatu
permasalahan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami untuk
memperoleh suatu pengertian yang tepat dan pemahaman yang
mudah terhadap arti keseluruhan.18
7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan cara menganalisis suatu data
penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian.19 Analisis data
merupakan tahapan akhir dari sebuah proses penelitian, dan hasilnya
dapat diinterpretasikan, diberikan saran, dan dicari solusinya.20
a. Analisis Deskriptif
Yaitu suatu proses menganalisa, menjelaskan, dan
menguraikan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih
mudah dipahami dan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan.
18 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60
19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta:
Prenada Media, 2011), hlm. 163
20 Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
hlm.156
 
































Analisis deskriptif juga memberikan gambaran secara umum
tentang fenomena yang ada pada praktik jual beli emas non tunai
di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kemudian dianalisis
bagaimana praktik jual beli emas non tunai menurut hukum Islam.
b. Pola Pikir Deduktif
Yaitu proses berpikir untuk menyajikan suatu kesimpulan
yang logis berdasarkan teori dan fakta-fakta yang telah diakui
kebenarannya dari penelitian yang sedang dilaksanakan. Penarikan
kesimpulan dilakukan dengan cara penjelajahan, penalaran atas
pernyataan yang bersifat umum menuju suatu pernyataan yang
bersifat khusus.
I. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara
terstruktur dan sistematis serta dapat menggambarkan alur yang logis
yang sesuai dengan alur ilmiah, maka diperlukan sistematika pembahasan
yang runtut, diantaranya sebagai berikut :
Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjadi pembahasan
awal yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika
pembahasan.
26
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Bab kedua, yang berisikan tentang landasan teori jual beli.
Memuat uraian dari beberapa sub pembahasan landasan teori tentang
definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat
jual beli, jual beli yang fasid, jual beli yang dilarang, jual beli non tunai,
pengertian riba dan penjelasannya.
Bab ketiga, yaitu berisi tentang instrumen penelitian yang
memaparkan tentang data-data dari subjek dan objek penelitian. Memuat
uraian tentang letak geografis, struktur organisasi, kondisi sosial budaya,
kondisi ekonomi, dan mata pencaharian penduduk di Kecamatan
Semampir, serta mencakup gambaran umum tentang usaha jual beli emas
non tunai beserta dengan kegiatan dan transaksi yang telah dilakukan.
Bab keempat, yaitu berisi analisis penelitian yang di analisis dari
hukum Islam terhadap praktik jual beli emas non tunai yang dilakukan di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya.
Bab kelima, merupakan bab penutup sebagai bagian terakhir
dalam pembahasan penelitian ini, yang berisikan tentang kesimpulan dari
hasil penelitian yang dilakukan, dan saran yang ditulis oleh penulis.
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BAB II
TINJAUAN UMUM JUAL BELI EMAS NON TUNAI
A. Jual Beli dalam Islam
1. Pengertian Jual Beli
Jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan
kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan, jual beli dalam makna fiqh
disebut dengan al-bai’ yang diartikan menjual, mengganti, dan
menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz al-bai’ dalam
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian antonimnya, yaitu
kata syira yang berarti beli.1
Menurut Hanafiah pengertian jual beli atau al-bai’ secara definisi
yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan
sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bernilai manfaat.
Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa
jual beli atau al-bai’ yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam
bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.2
Sedangkan, menurut istilah yang dimaksud dengan kegiatan jual
beli atau bisnis adalah :
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.111
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm.101
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a. Menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang,
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang
lain atas dasar saling rela satu sama lain (Idris, 1986: 5).
b. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah :
Penukaran antara benda satu dengan benda lain dengan
jalan saling memindahkan hak milik dengan ada penggantinya
dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th: 126).
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diperoleh suatu
kesimpulan atas pengertian jual beli yaitu kegiatan tukar menukar
barang dengan barang ataupun barang dengan uang yang memiliki
manfaat dan sesuai dengan cara-cara yang diperbolehkan. Adapun
perpindahan barang dari seseorang kepada orang lain yang disertai
dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, yang mana
barang tersebut bisa dimanfaatkan, dapat dijual kembali ataupun
diwariskan yang disertai dengan sighat (ijab dan qabul).
2. Dasar Hukum Jual Beli
Jual beli dapat diibaratkan sebagai sarana tolong menolong antara
sesama umat manusia serta mempunyai landasan yang kuat dalam al-
Qur’an dan Sunnah. Adapun dasar hukum jual beli adalah bersumber
dari al-Qur’an dan Hadits, dengan penjelasan sebagai berikut :
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1) Al-Qur’an :
a. Allah SWT berfirman sebagaimana disebutkan dalam surat al-
Baqarah ayat 275 yang berbunyi :
َن ٓ يل شل اْلَّ ُن ين ّّ خل لتل ي ي ِ َّ ا ُن و لُن ي ل مل ّّ َ
ا َل و ِن و ن ُل ي ّل َل ِ ّ ْ ا َل و ن ُلن لأ ي َل ي ِ َّ ا
َل شل ّل ل ْ ا ن ّّ ا ّ حل َ  ول َل ِ ّ ْ ا ّن ل ْ ِِ َن شل ّل ل ْ ا ٓ َل ّ ّ َ
ا نوا ْٓ ل َ ْل ن َّ َ أ َِ ِكل َ َل ِ ِّ َل ل ْ ا َل ِِ
ُن ِن ِل َ   ول َل ل َ َل ٓ ِل ن لهل َ ٰو ت ل َل ل ن ٓ ل َ ُِ ِّ َ ّل َل ِِ ٌة َل ِِ ول ِل ُن َل ٓ َل َل َل ل َ َل ِ ّ ْ ا ُل ِّ حل ول
َل و ِدن ٓ ٰل ٓ هل َِ ل من ِّ ّٓ ّ ْ ا ُن ٓ ل ٰل َ   َل ِ ِ ََ ل وْ ُ أ ل َ َل ٓ ل َ َل ِل ول ِ ّّ ا َل َ
ا
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)3
Berdasarkan isi dari surat al-Baqarah ayat 275 di atas maka
dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT telah menghalalkan
atau memperbolehkan semua kegiatan jual beli kepada hamba-
hamba-Nya dengan baik asalkan sesuai dengan syariat Islam, dan
Allah SWT juga melarang sekaligus mengharamkan praktek jual
beli yang mengandung riba didalamnya, karena pelaku-pelaku riba
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy Syifa’, 2000), hlm.99
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ialah orang-orang yang termasuk dalam penghuni neraka karena
mereka telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah Allah
SWT tetapkan. Adapun ayat pada surat al-Baqarah ini, adalah
ayat terakhir yang diturunkan dalam untaian ayat-ayat riba.4
b. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 29 yang
berbunyi :
َل و لُن َ َل َ   ّّ َ
ا ِّ ِ ٓ ّل ل ْ َِ ل لمن َ ل لْ َ ل لمن ْ ا ول ِل َ  وا ن ُلن أ ل َ ّل نوا َ ِل ا   َل ي ِ َّ ا ٓ ل ُّ َ   َل
ٓم م ِح ّل ل من ِِ َل َل ل ّّ ا َّ َ
ا ل من َل لُن ّ َ  نوا َ ُن لُل َ ّل ول ل َلمن ِِ ٍض ا ِل ل َ َل ِل ًم ّل ٓ ل ِج
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’: 29)5
2) Hadits :
Allah SWT mengharamkan umat Islam untuk memakan harta
sesamanya dengan jalan yang bathil, contohnya dengan cara
mencuri, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang
tidak dihalalkan oleh Allah SWT, kecuali dengan jalan perniagaan
atau jual beli yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling
menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi :
4 Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 2
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy Syifa’, 2000),
hlm.176
31
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
ُِ َل ُل ْل ا َ ّي : ّل ِِ َن ل َّ َل ول ُِ لشل ََل ن ّّ ا ّّ ىل اِّّْيّ َّ  َ { ُن ّل ِل ن ّّ ا ِيل ّل ض َ َِ ا ّل َِ ِل ٌل َل َِّٓل َل ِل
ـ  ِِ ٓ اْلحل ُن ّحل ٰل ول ّن ا ّ اْلزل ُن ا ول ّل } ّض و ن رل ِل ض َ لشل َ ّ لن ول ، ُِ َِ شل َِ ِّ َن ِّ اْ ّن ل مل : َل َٓل ؟ ُن شل ِل  َ
Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah
ditanya “Pekerjaan apa yang paling baik?” kemudian
Rasulullah SAW menjawab “Pekerjaan manusia dengan tangan
sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan” (H.R. Al-Bazzar
dan disahihkan oleh al-Hakim).6
Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa jual beli
hukumnya adalah mubah atau boleh, tetapi jual beli menurut
pendapat Imam Asy Syatibi hukumnya bisa menjadi wajib dan
bisa menjadi haram seperti ketika terjadi ihtikar. Adapun ihtikar
adalah kegiatan penimbunan barang sehingga menyebabkan
persediaan barang dan harga melonjak naik. Apabila terjadi hal
seperti ini, maka pihak pemerintah boleh untuk memaksa para
pedagang menjual barang tersebut sesuai dengan harga dipasaran
dan para pedagang juga wajib untuk memenuhi ketentuan yang
dibuat oleh pemerintah di dalam menentukan harga dipasaran,
serta pedagang tersebut dapat dikenai sanksi atas tindakan
merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.
Para ulama’ bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan
alasan manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan
dirinya, tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi,
bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu,
6 Al-H}a>fiz} Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul Mara>m, (Surabaya: Nurul Hidayah), hlm.165
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harus diganti dengan barang yang lain sesuai dengan kesepakatan
antara pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli atau
dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang atauun dengan yang
lainnya.7
3. Hukum Jual Beli
Dari kandungan ayat al-Qur’an dan hadits Nabi di atas
mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh).
Namun, pada situasi tertetu, menurut pendapat Imam al-Syathibi,
hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syaitibi
memberikan contoh ketika terjadi suatu praktik ikhtikar (penimbunan
barang sehingga barang menjadi hilang dan harga melonjak naik).
Apabila seseorang melakukan praktik ikhtikar dan mengakibatkan
harga barang yang ditimbun melonjak naik, maka pihak pemerintah
boleh untuk memaksa pedagang tersebut untuk menjual barangnya
sesuai dengan harga asal sebelum terjadi pelonjakan harga.8
Dalam konteks ini, pedagang itu wajib untuk menjual barang
tersebut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Hal ini sesuai
dengan prinsip Imam al-Syaitibi yaitu bahwa yang hukumnya mubah
itu apabila ditinggalkan secara keseluruhan, maka hukumnya boleh
menjadi wajib. Dan jika sekelompok pedagang besar melakukan aksi
7 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol.3, No.2,
Desember 2015, hlm. 244
8 Abd. Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana,
2010), hlm.70
33
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
boikot dengan tidak mau menjual barangnya lagi, maka pihak
pemerintah boleh memaksa dan memerintahkan mereka untuk
menjual barangnya lagi dan pedagang tersebut berkewajiban untuk
melaksanakan aturan dari pemerintah. Demikian pula juga berlaku
dengan kondisi-kondisi lainnya.
4. Rukun dan Syarat Jual Beli
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi ketika
akan terjadi suatu akad, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah
oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan
pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Adapun
menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab
dan qabul, ijab adalah pernyataan membeli dari pembeli, dan qabul
adalah pernyataan menjual dari penjual.
Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli
hanyalah keridhaan antara kedua belah pihak untuk melakukan
transaksi. Namun, karena keridhaan itu merupakan unsur yang berasal
dari hati sehingga tidak terlihat oleh indera, maka diperlukan indikasi
yang menunjukkan adanya keridhaan itu dari kedua belah pihak.9
Sedangkan, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada
empat, yaitu sebagai berikut :
9 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.7
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a. Ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
b. Ada ijab dan qabul (sighat).
c. Ada barang/objek yang dibeli (ma’qud alaih) :
d. Ada nilai tukar barang (tsaman).10
Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli
yang telah dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut :
a. Syarat Orang yang Berakad :
1) Berakal Sehat, seorang penjual dan pembeli harus telah
baligh dan memiliki akal yang sehat agar dapat
melakukan transaksi jual beli dengan semestinya.
2) Suka sama suka, seseorang yang sedang melakukan
akad harus dilakukan atas kehendak sendiri tanpa ada
paksaan dari pihak manapun.
3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda,
seseorang tidak dapat berperan dalam satu waktu yang
bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
b. Syarat Ijab dan Qabul :
1) Orang tersebut sudah baligh dan berakal.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul
ada ketidaksesuaian maka jual beli dianggap tidak sah.
10 Ibid, hlm.7
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3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya
yaitu kedua belah pihak yang berakad wajib hadir dan
membicarakan hal yang sama.11
c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan :
1) Suci, dalam Islam tidaklah sah suatu transaksi jual beli
apabila barang tersebut mengandung unsur najis.
2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi
atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3) Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.
4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya,
jenisnya, sifatnya, dan harganya.
6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu
yang telah disepakati bersama saat transaksi.12
d. Syarat Nilai Tukar Harga (ats-tsaman) :
Menurut para ulama fiqh ats-tsaman adalah harga pasar
yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Oleh
karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang
adalah ats-tsaman. Para ulama fiqh mengemukakan mengenai
syarat harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
harus jelas jumlahnya.
11 Ibid, hlm.10
12 MS. Wawan Djunaedi, Fiqih, (Jakarta: Listafariska Putra, 2008), hlm.98
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1) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara
hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu
kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian hari
(berhutang), maka jangka waktu pembayarannya harus
jelas dan disepakati bersama.
2) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling bertukar
barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar
bukanlah barang yang diharamkan oleh syara’.13
5. Jual Beli Yang Fasid
Fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan
dengan syara’ namun terdapat suatu sifat-sifat tertentu yang
menghalangi kebenarannya. Menurut ulama Hanafiyah, diantara jual
beli yang fasid adalah :14
a. Jual beli barang yang tidak diketahui wujudnya atau al-majhul,
dengan syarat ke-majhul-annya itu bersifat menyeluruh. Akan
tetapi, apabila ke-majhul-annya sedikit, maka jual belinya
dapat dikatakan sah.
b. Jual beli barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan dalam
majelis pada saat akad berlangsung, sehingga barang tersebut
tidak dapat dilihat oleh pembeli.
13 Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm.35
14 Muhammad Yusuf Musa, al-Amwal wa Nazhariyyah al-‘Aqd, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
1976), hlm.212
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c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama
berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta
adalah sah bila orang buta tersebut memiliki hak khiyar .
d. Tukar menukar barang (barter) dengan barang yang
diharamkan, misalnya menjadikan barang yang diharamkan
sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
e. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ucapan seorang
pedagang “Jika tunai harganya Rp. 20.000,- dan jika hutang
harganya Rp. 25.000,-”. Jual beli ini dianggap fasid didasarkan
kepada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ashab
as-Sunan (para penyusun kitab Sunan) dari Abu Hurairah, dan
dari Amr ibn Syu’aib bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu akad, dan
dua syarat dalam satu bentuk jual beli”.15
6. Jual Beli yang Dilarang
Allah SWT tidak mengharamkan perdagangan kecuali
perdagangan yang didalamnya mengandung unsur riba, kedzaliman,
penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang sangat
dilarang, serta perdagangannya juga diharamkan oleh Islam.
15 H. Muhammad Yazid, Ekonomi Islam, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm.33
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Setiap penghasilan yang diperoleh dari praktik jual beli atas
barang-barang yang diharamkan adalah haram dan kotor.16 Adapun
jual beli yang dilarang di dalam Islam diantaranya yaitu :
a. Jual beli yang dilarang karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat.
Adapun bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah
sebagai berikut :
1) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang masih bersifat dugaan
atau samar-samar (barangnya, harganya, kadarnya, dll)
hukumnya haram untuk diperjualbelikan, karena dapat
menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain tetapi yang
masih dalam masa khiyar.17
3) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Seperti jual beli
patung, salib, dan lain sebagainya.
4) Jual beli secara ‘urbun, yaitu membeli barang dengan
membayar sebagian harga terlebih dahulu, sebagai uang muka.
Kemudian, apabila pembeliannya tidak jadi, maka uang itu
akan hilang atau dihibahkan kepada si penjual.18
5) Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan
harga tetapi bukan karena tuntutan semestinya, melainkan
16 Yusuf Wardawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm.204
17 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm.284-285
18 Hasbi Ash Shiiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT
Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.354-355
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semata-mata hanya untuk mengelabuhi orang lain agar mau
membeli barang dengan harga yang telah ditentukan.19
6) Menjual sesuatu yang zatnya haram dan najis maka hukumnya
adalah haram. Contohnya jual beli babi, bangkai, khamr, dll.
7) Jual beli yang tidak transparan. Setiap tranksaksi jual beli
yang berpeluang terjadinya persengketaan, yang diakibatkan
karena barang yang dijual tidak transparan, hukumnya haram.
8) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang akadnya dikaitkan
dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya sama
sekali dengan jual beli.
9) Jual beli Muhaqalah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih
berada disawah atau diladang.
10) Jual beli Mukhadharah, yaitu jual beli buah-buahan yang
masih hijau, jual beli ini dilarang karena masih samar.
11) Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
Contohnya seseorang menyentuh sehelai kain diwaktu pagi
hari, maka ketika menyentuh berarti telah membeli kain ini.
12) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar.
Contohnya, “Lemparkan kepadaku apa yang engkau bawa,
akan kulemparkan kepadamu apa yang aku bawa”.
13) Jual beli Muzabanah, yaitu menjual buah-buahan yang masih
basan dengan buah-buahan yang sudah kering.
19 Moch. Anwar, Terjemahan Fathul Mu’in Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),
hlm.792-793
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b. Jual beli dilarang karena ada faktor-faktor lain yang merugikan
pihak-pihak terkait. Adapun yang masuk dalam kategori ini yakni:
1) Memberhentikan orang yang datang dari desa di luar kota, lalu
membeli barangnya sebelum mereka sampai di pasar dan
sebelum mengetahui harga pasar.
2) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila
ada dua orang yang masih tawar menawar atas suatu barang,
maka dilarang bagi orang lain untuk membeli barang itu.
3) Membeli suatu barang sewaktu harganya sedang naik dan
sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian ditimbun dan akan
dijual kembali saat harganya semakin melambung tinggi.
4) Jual beli barang rampasan atau curian.20
B. Riba dalam Jual Beli
1. Pengertian Riba
Pengertian riba menurut bahasa diartikan sebagai ziyadah
(tambahan). Sedangkan, dalam pengertian lain, riba juga diartikan
sebagai suatu hal yang tumbuh dan semakin membesar..21
Riba dalam jual beli adalah suatu tambahan yang dapat muncul
akibat dari pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas maupun
kuantitas barangnya atau berbeda dalam waktu penyerahannya (tidak
20 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
hlm.82
21 Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.151
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tunai).22 Para ulama fiqh bersepakat bahwa praktik muamalah dengan
cara riba hukumnya adalah haram. Adapun keharaman dari riba ini
dijelaskan dalam al-Qur’an, surat Ali Imron ayat 130 dan surat an-
Nisa’ ayat 161 yang berbunyi :
ل ّّ ا وا ُّن َ ا ول ٌم ُل ِٓل َل ِن مٓ َٓ َل ْل َ   َل ِ ّ ْ ا وا ن ُلن لأ َ ّل نوا َ ِل ا   َل ي ِ َّ ا ٓ ل ُّ َ   َل
َل و حن َِ ُل ن َ ل ّمن َ َل ل ْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imron: 130)23
ِّ ِ ٓ ّل ل ْ َِ ِِ ٓ ّ ّ ْ ا َل ا ول ِل َ  ْل ِ ِ لل َ  ول ُن ّل ِل وا ن َن َل ل َ ول َل ِ ّ ْ ا ِمن ِِ ٰل َ   ول
ٓم م ِِ َ  َم ا ِل ل َ ْل ن هل ِِ َل ي ِ َِ َل ل َ ِ ِ َل َل ل ت ِل َ   ول
Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan
harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu
siksa yang pedih. (Q.S an-Nisa’: 141)24
Adapun makna yang terkandung dalam kedua ayat tersebut adalah
Allah SWT memerintahkan seluruh umat manusia untuk menjauhi
dan meninggalkan praktik riba agar mereka mendapat keberuntungan
dalam hidupnya dengan rezeki yang halal. Allah SWT sangat
membenci para pelaku riba, karena riba termasuk dalam perbuatan
22 Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.139
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yang dilarang yaitu dengan memakan harta benda seseorang dengan
jalan yang bathil dan Allah SWT juga akan menyiksa para pelaku riba
dengan siksa api neraka yang sangat pedih.
2. Macam-Macam Riba
Riba dalam praktik jual beli dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu
riba fadhl dan riba nasiah. Adapun penjelasan mengenai riba fadhl
dan riba nasiah adalah sebagai berikut :
a. Riba Fadhl
1) Pengertian Riba Fadhl
Riba fadhl diartikan sebagai riba yang terjadi
karena ada kelebihan. Yang dimaksud kelebihan adalah
kelebihan yang diberikan ketika transaksi tukar menukar
barang ribawi yang sejenis.25 Contohnya, emas 10 karat
sebesar 5 gram, ditukar dengan emas 20 karat sebesar 10
gram. Kelebihan atas 5 gram inilah yang merupakan riba
fadhl.26
2) Hukum Riba Fadhl
Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama
yang menyatakan bahwa riba fadhl itu tidak ada atau
diperbolehkan. Namun pendapat ini telah dicabut dan
25 Ammi Nur Baits, Ada Apa Dengan Riba?, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah, 2016), hlm.80
26 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah:
Analisis Fikih & Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.28
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dikuatkan oleh beberapa pendapat ulama yang lain. Bahwa
Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda. “Tidak ada riba
kecuali riba nasi’ah”, hal ini dipahami oleh para ulama
bahwa ini berlaku untuk transaksi 2 jenis barang ribawi
yang berbeda. Misalnya, beras dengan gandum atau emas
dengan perak. Boleh ada selisih dan kelebihan didalamnya,
asalkan harus dilakukan secara tunai.27
b. Riba Nasi’ah
1) Pengertian Riba Nasi’ah
Nasi’ah berasal dari kata nasi’ yang berarrti
menunda. Disebut dengan riba nasi’ah karena riba macam
ini terjadi disebabkan adanya penundaan, baik ada
kelebihan, maupun tidak adanya kelebihan.
Penjelasan mengenai riba nasi’ah termaktub dalam
hadits dari Ubaidah bin Shamit ra., Rasulullah SAW
bersabda:
Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan
perak, gandum bur (halus) ditukar dengan gandum bur,
gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair,
kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan
garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika
benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya
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2) Macam Riba Nasi’ah
Riba nasi’ah terbagi menjadi 2 macam, yaitu :
a) Riba karena penundaan yang disebabkan oleh hutang.
Misalnya si A berhutang kepada si B sebesar 1 juta
rupiah selama satu bulan, dan harus mengembalikan
senilai 2 juta rupiah. Dikarenakan uang 1 juta rupiah
milik si B tertunda di tangan si A selama satu bulan.
b) Tukar menukar barang ribawi yang sejenis atau illat-
nya sama tetapi tidak tunai.
Misalnya seseorang menukar Rp. 50.000 dengan
pecahan Rp. 20.000 + Rp. 20.000 + Rp. 10.000, namun
Rp. 10.000-nya tertunda besok, hal ini disebut dengan
riba nasi’ah. Meskipun tidak ada kelebihan dalam
pertukarannya. Namun, apabila ada yang tertunda,
maka disebut dengan riba nasi’ah.29
C. Jual Beli Non Tunai (Kredit)
1. Pengertian Jual Beli Non Tunai (Kredit)
Jual beli non tunai merupakan mekanisme jual beli yang mana
harga barang dibayar secara berkala (cicilan) atau sesuai dengan
tenggang waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
Dimana pihak penjual harus menyerahkan barang secara langsung
29 Ibid, hlm.93
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ditempat, sedangkan pembeli membayar harga barang secara
berangsur dalam jumlah dan waktu tertentu.30
Dalam konteks ini, harga yang sudah disepakati dalam jual beli
kredit, bisa sama dengan harga yang ada di pasar (market price),
harganya bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Namun, yang umum
berlaku adalah harga jual yang lebih tinggi dari harga pasar
sebenarnya. Apabila barang tersebut dibayar secara tunai, akan
memungkinkan pihak pembeli akan membayar lebih murah.
Sedangkan berbeda ketika barang tersebut dibeli secara kredit, maka
terdapat kepentingan pihak pembeli untuk menaikkan harga jual lebih
tinggi daripada harga tunainya.31
2. Hukum Jual Beli Non Tunai (Kredit)
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ada beberapa bentuk
transaksi yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu dengan
melakukan jual beli. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara
tunai dan kredit. Jual beli kredit adalah transaksi yang dilakukan oleh
kedua belah pihak yang pembayarannya dilakukan secara tunda.
Adapun hukum jual beli secara kredit adalah mubah. Nabi
shallallahu alaihi wa sallam pernah membeli sebuah gandum dengan
bentuk pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besi sebagai
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jaminan atas transaksinya. Perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa
sallam ini menjadi patokan para ulama untuk menetapkan hukum
mubah atas jual beli secara tunda.32
3. Syarat Jual Beli Non Tunai (Kredit)
Jual beli secara non tunai (kredit) harus memenuhi beberapa
persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama. Adapun
persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :33
a. Jual beli secara non tunai (kredit) jangan sampai mengarah
kepada riba.
b. Penjual merupakan pemilik mutlak atas barang yang dijual.
c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual.
d. Hendaknya barang dan harga bukan termasuk jenis yang
menimbulkan terjadinya riba nasi’ah.
e. Harga dalam jual beli secara non tunai (kredit) merupakan
hutang.
32 Ibid, hlm.127
33 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.61
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BAB III
PRAKTIK JUAL BELI EMAS NON TUNAI DI KECAMATAN SEMAMPIR
KOTA SURABAYA
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Letak Geografis Kecamatan Semampir
a. Luas Wilayah
Kecamatan Semampir adalah salah satu dari 31 kecamatan
yang ada di kota Surabaya. Kecamatan ini terletak di wilayah
Surabaya bagian utara dengan ketinggian kurang lebih 4,6 meter
di atas permukaan laut. Yang terdiri dari 561 RT, kemudian 70
RW dan 5 LKMK.
Adapun letak geografis Kecamatan Semampir dengan batas
wilayahnya adalah sebagai berikut :
a. Disebelah Utara : Dibatasi oleh Pulau Madura
b. Disebelah Timur : Dibatasi oleh Kecamatan Kenjeran
c. Disebelah Selatan :Dibatasi oleh Kecamatan Simokerto
d. Disebelah Barat : Dibatasi oleh Kecamatan Pabean
Cantian
b. Jumlah Desa/Kelurahan
Dengan luas wilayah kurang lebih 6.65 Km², Kecamatan
Semampir terbagi menjadi 5 (lima) kelurahan antara lain :
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1) Kelurahan Ampel
Batas wilayah Kelurahan Ampel adalah, dibagian
Utara dibatasi oleh Kelurahan Ujung, dibagian Timur
dibatasi oleh Kelurahan Sidotopo, dibagian Selatan
dibatasi oleh Kelurahan Nyamplungan dan dibagian Barat
dibatasi oleh Kelurahan Nyamplungan.
2) Kelurahan Pegirian
Batas wilayah Kelurahan Pegirian adalah, dibagian
Utara dibatasi oleh Kelurahan Wonokusumo, dibagian
Timur dibatasi oleh Kelurahan Sidotopo Wetan,
Kecamatan Kenjeran, dibagian Selatan dibatasi oleh
Kelurahan Sidotopo dan dibagian Barat dibatasi oleh
Kelurahan Ujung.
3) Kelurahan Sidotopo
Batas wilayah Kelurahan Sidotopo adalah, dibagian
Utara dibatasi oleh Kelurahan Pegirian, dibagian Timur
dibatasi oleh Kelurahan Simolawang, Kecamatan
Simokerto, dibagian Selatan dibatasi oleh Kelurahan
Simokerto, Kecamatan Simokerto dan dibagian Barat
dibatasi oleh Kelurahan Ampel.
4) Kelurahan Ujung
Batas wilayah Kelurahan Ujung adalah, dibagian
Utara dibatasi oleh Kelurahan Perak Utara, Kecamatan
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Pabean Cantian, dibagian Timur dibatasi oleh Kelurahan
Pegirian, dibagian Selatan dibatasi oleh Kelurahan Ampel
dan dibagian Barat dibatasi oleh Kelurahan Perak Timur.
5) Kelurahan Wonokusumo
Batas wilayah Kelurahan Wonokusumo adalah,
dibagian Utara dibatasi oleh Kelurahan Ujung, dibagian
Timur dibatasi oleh Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan
Kenjeran, dibagian Selatan dibatasi oleh Kelurahan
Pegirian dan dibagian Barat dibatasi oleh Kelurahan Ujung.
c. Data Kependudukan
Menurut data kependudukan, Kecamatan Semampir
menempati urutan ke 3 (tiga) dengan penduduk terpadat di kota
Surabaya setelah Kecamatan Tambaksari dan Kecamatan
Sawahan, yaitu dengan total penduduk sebanyak 202.236 jiwa
yang terdiri atas 101.682 jiwa berjenis kelamin laki-laki, dan
100.554 jiwa berjenis kelamin perempuan.
Dengan padatnya penduduk yang ada di Kecamatan
Semampir, hal ini merupakan sebuah potensi besar terhadap
sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi
upaya untuk mempertahankan standart kesejahteraan yang telah
dicapai oleh warganya maupun dapat untuk dikembangkan demi
meningkatkan kesejahteraan kehidupan pada taraf yang lebih baik
di wilayah Kecamatan Semampir.
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2. Struktur Organisasi Kecamatan Semampir
Berikut adalah Struktur Organisasi Kecamatan berdasarkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian
dTugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya :1
Gambar 1 - Struktur Organisasi Kecamatan Semampir
3. Kondisi Sosial Budaya
Secara umum kondisi sosial budaya masyarakat di Kecamatan
Semampir dapat dikatakan sebagai kondisi yang cukup baik,
mengingat wilayah ini terkenal sebagai daerah santri yang banyak
berdiri pesantren didalamnya, baik pendidikan agama sekolah diniyah
maupun majelis ta’lim. Serta dengan adanya Kawasan Wisata Religi
1 Kantor Kecamatan Semampir, Wawancara, Surabaya, 08 April 2021.
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Sunan Ampel yang membuat corak Kecamatan Semampir menjadi
sedikit berbeda dengan yang lainnya.
Hal ini dapat diartikan bahwa Kecamatan Semampir secara prinsip
termasuk wilayah yang agamis serta saling menghargai semua
perbedaan antar umat manusia, tidak terdapat tindakan-tindakan yang
mengarah pada upaya penggantian ideologi negara, ancaman
disintergrasi bangsa, serta tindakan yang berbau sara atau khususnya
yang mengarah kepada perpecahan antar etnis, suku dan agama.
4. Kondisi Ekonomi
Kondisi perekonomian menunjukkan tingkat perekonomian
terhadap suatu wilayah. Kondisi perekonomian di Kecamatan
Semampir terbilang cukup bagus, karena wilayah ini tergolong
wilayah yang padat penduduk.
Berikut adalah kondisi ekonomi di wilayah Kecamatan Semampir
berdasarkan dari banyaknya industri besar dan sedang menurut sektor
lapangan usaha, banyaknya industri kecil dan kerajinan rumah tangga
menurut sektor lapangan usaha dan banyaknya pasar, pedagang, stand
menurut kelurahan :2
2 Kantor Kecamatan Semampir, Wawancara, Surabaya, 08 April 2021.
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1. Industri Mesin dan
Peralatannya
1 264
2. Industri Kapal 1 453
Jumlah 2 717
Tabel 1 - Banyaknya Industri Besar dan Sedang Menurut Sektor
Lapangan Usaha




1. Industri Makan Minum 24 143
2. Industri Tekstil 4 32






dari Logam Kecuali Mesin
dan Peralatannya
14 46




7. Daur Ulang 4 26
Jumlah 88 594
Tabel 2 - Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga
Menurut Sektor Lapangan Usaha
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No. Kelurahan Pasar Pedagang Stand
1. Ampel 2 386 337
2. Sidotopo 2 159 184
3. Pegirian 1 43 48
4. Wonokusumo 2 223 304
5. Ujung 2 73 86
Jumlah 9 884 959
Tabel 3 - Banyaknya Pasar, Pedagang dan Stand Menurut Kelurahan
5. Mata Pencaharian Penduduk
Dari kompisisi penduduk yang ada, mata pencaharian sangatlah
penting untuk menunjang suatu kehidupan yang makmur dan
sejahtera. Sebagian besar penduduk Kecamatan Semampir adalah
berprofesi sebagai pedagang dan buruh.
Namun selain pedagang dan buruh, mata pencaharian penduduk
Kecamatan Semampir juga bermacam-macam, ada yang berprofesi
sebagai Guru, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dokter,
dan masih banyak lagi. Dengan semangat dan tekad kuat untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya membuat penduduk Kecamatan
Semampir semakin giat dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya.
Hal ini juga dapat berpotensi untuk meningkatkan kondisi ekonomi
Kecamatan Semampir menjadi lebih baik lagi.
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B. Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah
bisnis jual beli emas secara non tunai (kredit) yang ada di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya. Bisnis ini mulai di rintis oleh Ibu Anis selaku
pemilik bisnis pada akhir tahun 2018 tepatnya sekitar bulan November,
berlokasi di Jalan Nyamplungan Gang 2 Nomor 62 Surabaya. Bermula
dari bisnis beliau yang mengkreditkan pakaian, barang elektronik, serta
perabotan rumah tangga, sehingga membuat banyaknya permintaan dari
penduduk Kecamatan Semampir serta teman-teman Ibu Anis untuk
meminta beliau supaya mengkreditkan emas.3
Dari banyaknya permintaan yang ada, baik dari penduduk sekitar
maupun teman-temannya, membuat Ibu Anis tergerak untuk menjual
emas dengan sistem pembayaran secara non tunai atau biasa disebut
dengan kredit. Bisnis ini termasuk peluang usaha yang cukup menjanjikan
di zaman sekarang, dimana mengingat harga emas yang setiap harinya
selalu naik turun dan tidak menentu, membuat setiap individu tentunya
tergiur untuk membuka bisnis atau usaha yang semacam ini.
Bisnis yang dimiliki oleh Ibu Anis ini memiliki sistem penjualan
yang berbeda, dimana untuk sistem pembelian emasnya dilakukan oleh
beliau sendiri selaku pihak penjual. Jadi, pembeli hanya bisa mengajukan
permintaan (request) berupa besaran gram, kadar emas dan jenis emasnya
(emas batangan, kalung, gelang atau cicin) saja, sedangkan untuk model
3 Anis Suryani, Wawancara, Surabaya, 08 November 2020.
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perhiasannya juga bisa request atau beliau sendiri yang memilihkan, jadi
lebih mudahnya si pembeli tidak ikut ke toko emasnya langsung namun
hanya si penjual saja yang datang ke toko emasnya.
Selain itu, bisnis jual beli emas secara non tunai ini juga menarik
perhatian masyarakat karena sistem angsurannya, yaitu dengan jangka
waktu pembayaran paling pendek 3 bulan dan paling panjang 6 bulan.
Sehingga sangat memudahkan tentunya bagi orang-orang yang ingin
memiliki emas namun tidak memiliki kecukupan dana untuk membelinya
secara tunai atau cash, bisa langsung mengajukan pembiayaan kredit
emas dengan jangka waktu yang telah disediakan. Dengan sistem
angsuran yang seperti ini, membuat bisnis milik Ibu Anis diminati oleh
banyak masyarakat, sehingga bisnis ini dapat bertahan dari tahun 2018
hingga sekarang.
C. Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya
Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-‘aqd yang di
artikan dengan perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata
al-‘aqd ini juga dapat di artikan sebagai tali yang mengikat, dikarenakan
adanya ikatan antara kedua belah pihak yang berakad. Sedangkan secara
istilah, akad di definisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan
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pemberian ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai
dengan kehendak syariat.4
Dalam praktik jual beli emas secara non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya, akad yang digunakan ketika melakukan
transaksi adalah akad al-bai’. Apabila di artikan al-bai’ adalah kegiatan
tukar menukar barang dengan mata uang (emas dan perak) dan
semacamnya, atau barang dengan uang atau semacamnya menurut cara
yang dikhusukan.5 Dikhususkan disini maksudnya adalah disesuaikan
dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang berakad.
Untuk dapat mengajukan kredit emas, ada beberapa persyaratan
yang harus terpenuhi sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Anis
selaku pelaku bisnis jual beli emas non tunai ini, beliau mengatakan
bahwa syarat untuk dapat mengajukan kredit emas yang utama adalah
harus memiliki pekerjaan atau suaminya memiliki pekerjaan, karena dari
suatu pekerjaan kita dapat menilai kemampuan bayar seseorang, mereka
mampu atau tidak untuk membayar angsuran tiap bulannya.6
Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu dilihat dari latar
belakangnya, maksudnya disini adalah apakah yang akan mengajukan
kredit itu sedang memiliki banyak cicilan atau tidak, apabila sedang
memiliki banyak cicilan otomatis tidak diterima pengajuannya dan begitu
juga sebaliknya, apabila orang tersebut tidak memiliki cicilan maka akan
4 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.51
5 Abdurrahman Al-Jaziry, Khitabul Fiqih ‘Alal Madzahib al-Arba’ah, Juz II, (Beirut: Darul Kutub
Al-Ilmiah, 1990), hlm.134
6 Anis Suryani, Wawancara, Surabaya, 08 November 2020.
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diterima pengajuan kreditnya. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir
terjadinya ketidakmampuan bayar selama transaksi berlangsung.
Selanjutnya, untuk syarat yang ketiga yaitu harus warga
Kecamatan Semampir. Untuk warga di luar Kecamatan Semampir belum
bisa untuk mengajukan kredit emas dikarenakan jangkauan rumahnya
yang terbilang terlalu jauh, sehingga apabila ada permasalahan selama
akad beliau kesusahan untuk mendatangi rumahnya. Maka dari itu
diharuskan warga Kecamatan Semampir, karena masih mudah dijangkau
jika ada permasalahan selama akad. Dan persyaratan yang terakhir adalah
setuju dengan sistem kredit yang telah ditetapkan oleh Ibu Anis.
Selain syarat, bisnis ini juga memiliki sistem kredit yang berbeda
dari yang lain. Yang pertama, untuk pembelian emas, dilakukan sendiri
oleh Ibu Anis selaku penjual, jadi pihak pembeli hanya bisa mengajukan
permintaan (request) berupa besaran gram, kadar emas dan jenis emasnya
(emas batang, kalung, cincin atau gelang) saja, kemudian untuk model
perhiasannya bisa request atau dipilihkan oleh Ibu Anis, jadi lebih
mudahnya pihak pembeli tidak ikut beli ke toko emasnya namun hanya
penjual saja yang datang dan beli ke toko emas langsung.
Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yuli, Ibu Sulis, dan Ibu Hanifah
selaku narasumber yang peneliti wawancarai, ke tiga narasumber ini
adalah peminat jual beli emas secara non tunai. Menurut Ibu Hanifah,
mengatakan bahwa untuk pembelian emasnya dilakukan sendiri oleh Ibu
Anis atau bisa dibilang mereka tidak ikut beli. Jadi dari narasumber yang
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peneliti wawancarai, mereka hanya bisa menunjukkan berupa foto model
emasnya saja (kalau ada) dan berapa besaran gram yang mereka inginkan
serta berapa karat emas yang mereka inginkan dan jenis emas apa yang
ingin mereka beli (emas batangan, kalung, cincin, atau gelang).7
Kemudian, sistem kredit yang kedua, yaitu disediakan jangka
waktu angsuran paling pendek 3 bulan dan paling panjang 6 bulan. Untuk
berapa jangka waktu tiap-tiap pembeli emas, dintentukan sendiri oleh
mereka yang akan mengangsur, mau pilih berapa bulan dari jangka waktu
yang telah disediakan. Untuk perbedaan dari jangka waktu 3 bulan dan 6
bulan terletak di presentase laba yang diperoleh Ibu Anis. Untuk jangka
waktu 3 bulan presentase labanya sebesar 15% dari harga beli emas,
sedangkan untuk jangka waktu 6 bulan presentase labanya sebesar 30%
dari harga beli emas. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Sulis, beliau
mengatakan bahwa besaran laba yang diperoleh tiap bulannya berbeda,
untuk jangka waktu yang dipilih Ibu Sulis adalah selama 3 Bulan dan
besar presentase laba yang diperoleh Ibu Anis sebesar 15%.8
Untuk menentukan berapa harga angsurannya bisa langsung
dihitung dari berapa jangka waktu pembayaran yang dipilih 3 bulan atau 6
bulan dengan simulasi sebagai berikut :
7 Suti Khanifah, Wawancara, Surabaya, 09 November 2020.
8 Suliswidyastutik, Wawancara, Surabaya, 12 November 2020.
Harga Angsuran = (Harga Beli x Besar Gram Emas) + 15% /
30% : 3 Bulan / 6 Bulan
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Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yuli selaku narasumber yang
peneliti wawancarai.9 Jadi, Ibu Yuli ini mengajukan kredit emas berupa
kalung sebesar 2 gram dengan jangka waktu angsuran yang dipilih adalah
6 bulan atau 6 kali. Pada saat Ibu Yuli beli, harga emas per 1 gramnya
adalah Rp. 660.000. Jadi, untuk harga angsuran yang harus di angsur oleh
Ibu Yuli kepada Ibu Anis tiap bulannya adalah :
Lalu, untuk emas yang telah dibeli, diberikan pada saat angsuran
terakhir atau pada saat pelunasan angsuran. Ibu Anis mengatakan
mengenai alasan emas yang diserahkan di akhir angsuran, hal ini adalah
sebagai jaminan agar pihak pembeli tetap membayar sampai angsurannya
selesai. Dan jika angsurannya sudah selesai atau sudah lunas maka emas
langsung diberikan kepada si pembelinya dengan syarat harus menambah
biaya 30% dari harga angsuran.
Ibu Anis mengatakan, mengenai penambahan biaya sebesar 30%
dari harga awal angsuran adalah untuk biaya perawatan emas selama si
pembeli belum melunasi angsurannya. Jadi, tidak ada pembeda untuk
jangka waktu 3 bulan dan 6 bulan, semua sama-sama harus menambah
9 Yuliana, Wawancara, Surabaya, 09 November 2020.
Harga Angsuran = (660.000 x 2) + 30% : 6
= 1.320.000 + 30% : 6
= 1.716.000 : 6
= 286.000 / Bulan
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biaya sebesar 30% di akhir angsuran. Ibu Anis juga mengatakan bahwa
untuk pembayaran tambahan biaya 30% ini bisa diangsur selama 3 bulan.
Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Ifa, beliau ini mendapat
kompensasi jangka waktu angsuran selama 10 bulan, dikarenakan besaran
gram yang beliau ambil cukup besar yaitu emas sebesar 5 gram, sehingga
adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad untuk
bersepakat melakukan pembayaran selama 10 bulan.10
Namun, di akhir angsuran atau pada saat pelunasan angsuran, Ibu
Ifa tetap harus menambah biaya sebesar 30% dari harga awal angsuran
sebagai biaya perawatan emas selama masih ditangan Ibu Anis. Jadi,
intinya tidak ada pembeda terhadap biaya tambahan sebesar 30% di akhir
angsuran, berapapun jangka waktunya biayanya pun tetap sama, yaitu
sebesar 30% dan dapat diangsur selama 3 bulan.
10 Nur Chanifah, Wawancara, Surabaya, 09 November 2020.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI EMAS NON
TUNAI DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA
A. Analisis Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya
Praktik jual beli emas secara non tunai di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya adalah kegiatan tukar menukar antara dua orang yang
sedang melakukan akad atau ijab dan qabul (antara penjual dan pembeli)
dengan jenis pembayaran secara angsur (non tunai). Emas, bisa dibilang
sebagai barang yang mencolok, digunakan sebagai salah satu media
investasi yang tidak jauh dari pengaruh sistem jual beli angsuran.
Berdasarkan data yang diperoleh dan dari hasil wawancara dengan
pihak-pihak terkait, penulis dapat menganalisa bahwa praktik jual beli
emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak sesuai
dengan hukum Islam. Letak ketidaksesuaiannya yaitu terletak pada
adanya biaya tambahan sebesar 30% dari harga angsuran yang dikenakan
di akhir pembayaran atau pada saat pelunasan dan juga adanya perbedaan
perolehan presentase laba yang diperoleh penjual dalam tiap-tiap jangka
waktunya. Yaitu untuk jangka waktu 3 bulan laba yang diperoleh sebesar
15% sedangkan untuk 6 bulan laba yang diperoleh sebesar 30%.
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Menurut Ibu Anis selaku pelaku bisnis jual beli emas non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya mengatakan bahwa penambahan
biaya sebesar 30% ini adalah untuk biaya perawatan emas. Dikarenakan
dalam sistem angsuran beliau, emas tidak diberikan di awal angsuran
melainkan emas diberikan disaat pelunasan angsuran. Adapun alasan dari
diterapkannya sistem yang seperti ini menurut Ibu Anis adalah sebagai
jaminan. Jadi emas digunakan sebagai jaminan sampai pihak pembeli
mampu melunasi angsurannya, hal ini berguna untuk meminimalisir
terjadinya kenakalan atau tidak dibayarnya angsuran sampai pada waktu
jatuh tempo.1
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan
Ibu Yuliana, Ibu Suti Khanifah, Ibu Suliswidyastutik dan Ibu Nur
Chanifah mereka merasa keberatan dengan adanya biaya yang terbilang
presentasenya cukup besar di akhir angsuran. Biaya yang dimaksud ini
adalah biaya perawatan emas selama masa angsuran belum selesai sampai
waktu jatuh tempo. Dengan presentase sebesar 30% tentunya sangat
memberatkan bagi peminat emas dengan sistem angsuran ini, tidak
memandang berapapun besar angsuran tiap bulannya, biaya tambahan di
akhir tetap sama, yaitu sebesar 30%.
Menurut Ibu Hanifah selaku peminat emas dengan sistem
pembayaran non tunai mengatakan bahwa mengenai biaya tambahan ini
tidak diberitahukan di awal. Pihak penjual hanya menghitung harga beli
1 Anis Suryani, Wawancara, Surabaya, 08 November 2020.
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beserta besar laba yang diperoleh dan kemudian disimpulkan menjadi
harga jual beserta berapa jumlah angsuran yang harus di bayarkan oleh
pembeli perbulannya.2 Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Yuli, Ibu Ifa dan
Ibu Sulis selaku peminat emas dengan sistem pembayaran non tunai. Jadi,
pada intinya mengenai tambahan biaya sebesar 30% untuk perawatan
emas sama sekali tidak dibicarakan di awal akad oleh pihak penjual.
Menanggapi hal tersebut Ibu Anis mengatakan bahwa dirinya juga
mempunyai hak untuk menentukan sistem kredit terhadap bisnisnya. Ibu
Anis juga mengatakan apabila adanya hal-hal diluar dugaan seperti
hilangnya emas yang disebabkan oleh kelalaian Ibu Anis, beliau akan
menggantinya sama seperti emas yang hilang tersebut. Jadi menurut
beliau untuk tambahan biaya tersebut merupakan hal yang wajar selama
emas masih dalam kondisi yang baik dan utuh saat masih ditangan beliau
sampai pada saat diserahkan kepada pemiliknya ketika angsuran sudah
tuntas atau bisa dibilang lunas.
Ibu Anis juga menambahkan mengenai tambahan biaya sebesar
30% di akhir angsuran ini tidak terlalu memberatkan bagi para peminat
emas dengan sistem pembayaran non tunai ini. Karena menurut beliau
mengingat waktu jatuh tempo yang disediakan juga berpengaruh terhadap
presentase laba yang beliau peroleh (3 bulan sebesar 15% dan 6 bulan
sebesar 30%), jadi untuk tambahan ini tentunya tidak terlalu
memberatkan karena bisa di angsur selama 3 bulan tanpa adanya
2 Suti Khanifah, Wawancara, Surabaya, 09 November 2020.
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perpanjangan waktu dan tidak perlu ada penahanan emas sebagai jaminan,
atau bisa dibilang emas langsung diberikan saat pelunasan.
Jadi, untuk tambahan biaya sebesar 30% di akhir angsuran ini bisa
dibilang bersifat wajib karena sebagai biaya perawatan emas pada saat
emas dijaminkan pada pihak penjual. Dan berapapun jangka waktu yang
dipilih (3 atau 6 bulan), biaya tambahannya tetap sama. Menurut Ibu
Sulis selaku peminat emas dengan sistem pembayaran non tunai
mengakatan beliau merasa rugi dikarenakan jatuh tempo yang dipilihnya
adalah selama 3 bulan namun besar biaya tambahan di akhir angsurannya
sama seperti dengan jangka waktu 6 bulan.
Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli
emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak berjalan
dengan baik, dikarenakan banyaknya para pembeli yang merasa keberatan
terhadap adanya biaya tambahan sebesar 30% sebagai biaya perawatan
emas selama masih dalam jaminan penjual yang dipatok dengan harga
cukup tinggi secara sepihak dan tidak diberitahukan di awal akad.
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Non Tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya
Di dalam hukum Islam, jual beli termasuk pada akad al-bai’, yang
objeknya adalah barang-barang yang sesuai dengan ketentuan syara’. Jual
beli dapat diartikan sebagai suatu kegiatan tukar menukar atas suatu
barang atau benda yang mana barang atau benda tersebut memiliki nilai
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secara sukarela di antara kedua belah pihak yang melakukan akad, dengan
artian pihak yang satu memberikan benda-benda dan pihak yang lain
menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
Pada dasarnya hukum melakukan jual beli emas secara non tunai
adalah boleh, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-
Baqarah ayat 275 yang berbunyi :
ِِّ َل ل
 ْٱ َل ِِ َن ََ يل شل لَّ
 ْٱ ُن ّّين لتلخل ي ى ِ َّ
 ٱ ُن ُنو ل ي ل مل ّّ َ
ا َل و ِن ُنو ل ي ّل اا لوو َِ ّ
 ْٱ َل نو لأُلن ي َل ي ِ َّ
 ٱ
ۥ ُن َل ا ٓ َل َ َل َل اا لوو َِ ّ
 ْٱ ُل ِّ حل ول َل ّلشل ل
 ْٱ ن ّّ  ٱ ّ َ حل ول اا لوو َِ ّ
 ْٱ ّن ْل ِِ َن ّلشل ل
 ْٱ ٓ َل ّ ّ َ
ا اا ْنوا َٓل ْل ن َّ أَ َِ َِكل َل
ُن ََ ل ٰل  َ َل ِِ ا ََ ل ْ َلأُوا َل َٓل َل ِل ول ِ ّّ
 ٱ َل
َ
ا ۥا ُن ِن ِل  َ ول َل َل َل ٓ ِل ۥ ن َلهل لتٰو َل ن
ٱ َلأ ۦ ُِ ِّ َ ّّ َ ِِّ ٌة َل ِِ ول ِل
َل و ِدن ََ ٰل هٓل َِ ل من ِّ ّّٓ
 ْٱ
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian
itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang
itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
(Q.S Al-Baqarah: 275)3
Maksud dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menghalalkan atau
memperbolehkan semua bentuk kegiatan jual beli yang dilakukan oleh
3 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy Syifa’, 2000), hlm.99
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hamba-hambanya asalkan dilakukan dengan baik sesuai dengan syariat
Islam dan menghindari riba, karena Allah SWT telah melarang sekaligus
mengharamkan praktik jual beli yang didalamnya mengandung unsur riba,
karena para pelaku riba ialah orang-orang yang termasuk dalam golongan
penghuni neraka dikarenakan mereka telah melanggar ketentuan-
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT
Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar
tentang jual beli, Nabi SAW bersabda :
: ّل ِِ َن ل َّ َل ول ُِ لشل ََل ن ّّ ا ّّ ىل اِّّْيّ َّ  َ { ُن ّل ِل ن ّّ ا ِيل ّل ض َ َِ ا ّل َِ ِل ٌل َل َِّٓل َل ِل
ّن ا ّ اْلزل ُن ا ول ّل } ّض و ن رل ِل ض َ لشل َ ّ لن ول ، ُِ َِ شل َِ ِّ َن ِّ اْ ّن ل مل : َل َٓل ؟ ُن شل ِل  َ ُِ َل ُل ْل ا َ ّي
ن ِِ ٓ اْلحل ُن ّحل ٰل ول
Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah
ditanya “Pekerjaan apa yang paling baik?” kemudian Rasulullah
SAW menjawab “Pekerjaan manusia dengan tangan sendiri dan
setiap jual beli yang dibenarkan” (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan
oleh al-Hakim)4
Berdasarkan dari hadits di atas dapat diambil pemahaman bahwa jual
beli emas hukumnya adalah mubah atau boleh, asalkan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah dibenarkan oleh agama Islam.
Sedangkan jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi
rukun dan syarat dalam melakukan praktiknya. Karena rukun dan syarat
4 Al-H}a>fiz} Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul Mara>m, (Surabaya: Nurul Hidayah), hlm.165
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merupakan sesuatu yang wajib untuk terpenuhi dalam suatu transaksi jual
beli, adapun rukun jual beli emas secara non tunai sama halnya dengan
rukun jual beli pada umumnya, yang harus dipenuhi diantaranya adalah :
Pertama, adalah orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
Penjual adalah orang yang menyediakan barang atau benda yang
dibutuhkan oleh pembeli. Sedangkan, pembeli adalah orang yang
memberikan keuntungan yang sedang dicari oleh pihak penjual. Dalam
praktik jual beli emas secara non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya ini sudah memenuhi rukun yang pertama, yaitu pihak penjual
emas atau pengkredit emas sebagai penjual dan para peminat emas
dengan sistem pembayaran non tunai sebagai pembeli.
Kedua, ada Sighat atau ijab dan qabul. Sighat adalah ikatan atau
pertalian atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Suatu jual beli
belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab dengan
adanya ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) antara keduanya.
Dalam praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya ini sudah memenuhi rukun sighat, yaitu kesepakatan yang
diberikan oleh pembeli atau para peminat emas dengan sistem
pembayaran non tunai.
Ketiga, ada barang yang dibeli (ma’qud alaih). Ma’qud alaih atau
dapat disebut sebagai objek jual beli merupakan barang atau benda yang
dapat diambil manfaatnya serta dapat diserahterimakan. Dalam praktik
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jual beli emas secara non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya
ini sudah memenuhi adanya rukun barang yang dibeli, yaitu emas sebagai
ma’qud alaih.
Keempat, ada nilai tukar barang (tsaman). Tsaman atau nilai tukar
barang adalah harga sebagai imbangan atas mutsman (barang yang dijual)
yang dipertukarkan. Dalam praktik jual beli emas secara non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya harga atas barangnya sudah
ditentukan oleh penjual dan telah disetujui oleh pembeli.
Setelah rukun terdapat juga beberapa syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad yaitu antara penjual sebagai
orang yang menyediakan barang dan pembeli sebagai orang menerima
barang yang telah dibeli dari penjual. Adapun syarat-syarat yang harus
terpenuhi saat melakukan kegiatan jual beli ini adalah :
Pertama, syarat orang yang berakad, diantaranya adalah :
1. Berakal sehat, seorang penjual dan pembeli harus sudah baligh
dan memiliki akal yang sehat supaya dapat melakukan
kegiatan jual beli dengan semestinya. Dalam praktik jual beli
emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini
para pihak yang berakad dalam telah baligh dan berakal sehat
sehingga dapat menjalankan transaksi jual beli emas secara
non tunai dengan semestinya.
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2. Suka sama suka, seorang penjual dan pembeli ketika
melakukan transaksi harus ada unsur suka sama suka atau
kerelaan antara keduanya. Sehingga jual beli dilakukan atas
kehendak sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Dalam praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya ini tidak terdapat unsur paksaan dari
pihak manapun dalam hal jual beli emas secara non tunai.
3. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, maksudnya
adalah seseorang tidak dapat berperan dalam satu waktu yang
bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli, jadi
harus dilakukan oleh orang yang berbeda. Dalam praktik jual
beli emas secara non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya ini dilakukan oleh orang yang berbeda baik penjual
maupun pembeli.
Kedua, syarat ijab dan qabul, diantaranya adalah :
1. Orang yang mengucap ijab dan qabul harus sudah baligh dan
berakal. Karena apabila jual beli dilakukan oleh orang yang
belum baligh atau orang gila (tidak berakal) maka hukumnya
tidak sah karena dianggap tidak mampu melakukan kegiatan
jual beli dengan baik dan benar. Dalam praktik jual beli emas
non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini
dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal ketika
mengucap ijab dan qabul saat transaksinya.
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2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul ada
ketidaksesuaian maka jual beli dianggap tidak sah. Jika
diartikan ijab dan qabul adalah suatu pernyataan atau
perbuatan untuk menunjukkan suatu kerelaan atau
kesepakatan antar keduanya yaitu penjual dan pembeli. Dalam
praktik jual beli emas secara non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya qabul sudah sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, kedua belah pihak
yang melakukan akad wajib hadir dan membicarakan hal yang
sama. Dalam praktik jual beli emas secara non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini sudah dilakukan
dalam satu majelis dan para pihak yang berakad sama-sama
hadir serta membicarakan hal yang sama.
Ketiga, syarat barang yang diperjualbelikan, diantaranya adalah :
1. Suci, dalam Islam tidaklah sah suatu transaksi jual beli apabila
barang tersebut mengandung unsur najis. Dalam praktik jual
beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya
ini barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci atau
bukanlah barang yang dikategorikan sebagai barang najis,
adapun barang tersebut adalah emas.
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik pribadi atau
diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Dalam praktik jual
beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya
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barang yang diperjual belikan adalah barang pribadi milik si
pihak penjual.
3. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Barang
tersebut harus dapat memberikan manfaat bagi pembelinya.
Dalam praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya ini barang yang diperjualbelikan
adalah barang yang bermanfaat, selain bermanfaat untuk
pribadi juga bermanfaat sebagai media investasi.
4. Barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dapat dikuasai.
Harus jelas maksudnya adalah barang tersebut harus nyata
atau tidak boleh samar-samar sehingga dapat dikuasai oleh
pembelinya. Dalam praktik jual beli emas non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini barang yang
diperjualbelikan sudah jelas atau nyata dan dapat dikuasai oleh
pembelinya setelah melunasi angsurannya.
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya,
jenisnya, sifatnya, dan harganya. Dalam praktik jual beli emas
non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak
sesuai dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus
diketahui harganya, dikarenakan terdapat biaya tambahan
sebesar 30% di akhir angsuran sehingga menyebabkan harga
tidak sesuai dengan kesepakatan awal jual beli.
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6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang
telah disepakati bersama. Dalam praktik jual beli emas non
tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini barang
diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama oleh
penjual dan pembeli, yaitu pada saat pelunasan.
Keempat, syarat nilai tukar harga, diantaranya adalah :
1. Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila barang itu dibayar
kemudian hari (berhutang), maka jangka waktu
pembayarannya harus jelas dan disepakati bersama. Dalam
praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir ini
jangka waktunya sudah jelas yaitu ada yang 3 Bulan dan 6
Bulan, serta disepakati bersama.
2. Barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang yang
diharamkan oleh syara’. Dalam praktik jual beli emas non
tunai di Kecamatan Semampir ini barang yang dijadikan nilai
tukar bukanlah barang yang diharamkan, adapun barang
tersebut adalah emas.
Berdasarkan dari rukun dan syarat jual beli yang penulis uraikan di atas,
dapat diambil pemahaman bahwa praktik jual beli emas secara non tunai
di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini sudah memenuhi rukun jual
beli namun terdapat salah satu syarat jual belinya yang tidak terpenuhi
yaitu “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui harganya”.
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Dalam praktiknya, adanya biaya tambahan sebesar 30% ini tidak di
informasikan di awal akad, sehingga mengakibatkan adanya perubahan
harga dari kesepakatan awal yang dilakukan secara sepihak oleh penjual.
Dengan adanya tambahan biaya ini dapat diartikan bahwa jual beli emas
secara non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya mengandung
unsur riba dalam praktik jual belinya.
Definisi riba adalah suatu tambahan yang dapat muncul akibat dari
pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas maupun kuantitas
barangnya atau berbeda dalam waktu penyerahannya (tidak tunai).
Adanya tambahan di akhir angsuran ini sama sekali tidak dibicarakan oleh
penjual saat ijab dan qabul, dengan dalih diperuntukkan sebagai biaya
atas perawatan emas selama emas tersebut masih di tangan penjual.
Di dalam al-Qur’an surat Ali Imron ayat 130 menjelaskan bahwa Allah
SWT telah melarang orang-orang yang memakan harta riba, adapun bunyi
dari surat Ali Imron ayat 30 adalah :
ل ّّ ا وا ُّن َ ا ول ٌم ُل ِٓل َل ِن مٓ َٓ َل ْل َ   َل ِ ّ ْ ا وا ن ُلن لأ َ ّل نوا َ ِل ا   َل ي ِ َّ ا ٓ ل ُّ َ   َل
َل و حن َِ ُل ن َ ل ّمن َ َل ل ْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali Imron: 130)5
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Asy Syifa’, 2000),
hlm.141
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Makna yang terkandung dalam ayat di atas ialah Allah SWT
memerintahkan kepada seluruh umat manusia yang beriman untuk
menjauhi dan meninggalkan segala praktik riba agar mereka mendapat
keberuntungan dalam hidupnya dengan mencari rezeki yang halal saja.
Dengan memakan riba sama saja sudah melanggar ketentuan yang
ditetapkan oleh Allah SWT.
Dalam jual beli, riba dibedakan menjadi 2 macam yaitu riba fadhl
dan riba nasi’ah. Riba fadhl adalah riba yang terjadi karena ada
kelebihan ketika transaksi tukar menukar barang ribawi yang sejenis.
Sedangkan, riba nasi’ah adalah riba yang terjadi karena adanya
penundaan, baik ada kelebihan maupun tidak adanya kelebihan.
Pada praktik di lapangan, jual beli emas secara non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini termasuk dalam riba nasi’ah.
Mengapa disebut dengan riba nasi’ah? Karena adanya penundaan
dalam jual belinya. Yaitu penundaan atas penyerahan emas yang
dijadikan sebagai jaminan oleh si penjual sampai si pembeli mampu
melunasi angsurannya.
Dengan adanya penundaan ini sehingga memunculkan adanya
kelebihan dalam praktik jual beli emas secara non tunainya, kelebihan
yang dimaksudkan yaitu tambahan biaya sebesar 30% yang dibebankan
kepada pembeli dan diperuntukkan sebagai biaya perawatan emas
selama masih dijaminkan kepada si penjual.
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Kemudian menurut pendapat para ulama yang di atur dalam
fatwanya yang bernomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas
Secara Tidak Tunai. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-
MUI/V/2010 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan
pedoman dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai, yang
berbunyi :
Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK
TUNAI6
Pertama : Hukum
Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual
beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya
boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi
alat tukar yang resmi (uang).
Kedua : Batasan dan Ketentuan
1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah
selama jangka waktu perjanjian meskipun
ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak
tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 tidak boleh
6 Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
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dijualbelikan atau dijadikan objek akad lain
yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.
Ketiga : Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.
Praktik jual beli emas secara non tunai umumnya harus sesuai
dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-
MUI/V/2010 tersebut diatas. Namun dalam praktik di lapangan yang
ada di Kecamatan Semampir Kota Surabaya nyatanya belum sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai.
Terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan
ketentuan yang ada, sebagaimana yang diuraikan dalam poin kedua
tentang batasan dan ketentuan pada ayat 1 yang berbunyi, “Harga jual
(tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian
meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo”.
Namun, dalam praktik jual beli emas secara non tunai di
Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini, justru mengalami
pertambahan harga sebesar 30% di akhir angsurannya, yang
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dimaksudkan untuk biaya perawatan emas selama emas itu masih
ditangan penjual.
Padahal dalam fatwa tersebut di atas sudah jelas tidak boleh ada
tambahan atas harga jual (tsaman) selama jangka waktu perjanjian
meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Terlebih lagi
mengenai tambahan biaya sebesar 30% di akhir angsuran ini tidak
dibicarakan di awal oleh pihak penjual, melainkan langsung diminta
pada saat si pembeli melunasi angsurannya. Sehingga dengan adanya
sistem kredit yang seperti ini membuat para pembeli merasa dirugikan
karena tidak transparannya penjual dalam memberikan informasi
ketika melakukan akad jual beli.
Menurut Ibu Anis selaku penjual dan pemilik bisnis jual beli emas
secara non tunai di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini beliau
mengatakan mengenai tambahan biaya sebesar 30% ini memang tidak
dibicarakan di awal karena beliau berpendapat bahwa setiap penjual
mempunyai hak untuk menentukan sistem penjualan atas bisnis jual
belinya. Ibu Anis juga mengatakan apabila terdapat hal-hal diluar
dugaan seperti hilangnya atau rusaknya emas yang disebabkan oleh
kelalaian Ibu Anis, maka beliau akan mengganti sama seperti emas
yang hilang atau rusak tersebut.
Ibu Anis juga menambahkan mengenai tambahan biaya sebesar
30% di akhir angsuran tersebut menurutnya tidak terlalu memberatkan
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pihak pembeli karena bisa di angsur selama 3 bulan dan tanpa ada
penahanan emas sebagai jaminan lagi. Dan menurut Ibu Anis tambahan
ini merupakan hal yang wajar untuk biaya perawatan selama emas
masih dalam kondisi yang baik dan utuh saat masih ditangan beliau
sampai emas tersebut diserahkan kepada pemiliknya ketika angsuran
telah selesai.
Jadi, dari penjabaran analisis di atas dapat ditarik kesimpulan
bahwasanya praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual
beli yaitu “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui harganya”
dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010
tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yaitu “Harga jual (tsaman)
tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada
perpanjangan waktu setelah jatuh tempo”, sehingga mengakibatkan
adanya unsur riba dalam praktik jual belinya. Terdapatnya biaya
tambahan sebesar 30% yang mana tidak disebutkan dalam kesepakatan
awal mengakibatkan tidak diketahuinya harga jual yang sebenarnya,
hal ini dilakukan secara sepihak oleh penjual sehingga membuat
pembeli merasa dirugikan terlebih mengingat biayanya yang terbilang
cukup tinggi dan bersifat wajib.
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Berdasarkan dari penjelasan mengenai hasil penelitian yang
dijabarkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya serta dengan adanya
analisis terhadap permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
1. Pada praktik jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya terdapat dua pihak yang berakad yaitu penjual
emas dan pembeli emas yang mana dalam muamalah kegiatan
ini termasuk pada akad al-bai’. Dalam praktik di lapangannya
jual beli emas non tunai di Kecamatan Semampir Kota
Surabaya tidak berjalan dengan baik, dikarenakan banyaknya
pembeli yang merasa keberatan terhadap biaya tambahan
sebesar 30% sebagai biaya perawatan emas yang dipatok
dengan harga cukup tinggi secara sepihak dan tidak
diberitahukan di awal akad.
2. Berdasarkan dari data yang diperoleh serta hasil wawancara
dengan pihak-pihak terkait, penulis dapat menganalisis
menurut hukum Islam bahwa praktik jual beli emas non tunai
di Kecamatan Semampir Kota Surabaya ini tidak sah karena
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tidak memenuhi syarat dari jual beli dan ketentuan dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai, sehingga mengakibatkan
adanya unsur riba dalam praktik jual belinya. Terdapatnya
biaya tambahan sebesar 30% di akhir angsuran yang mana
tidak disebutkan dalam kesepakatan awal mengakibatkan
tidak diketahuinya harga jual yang sebenarnya.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Hukum Islam
terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Non Tunai di Kecamatan
Semampir Kota Surabaya, maka penulis dapat memberikan saran kepada
pelaku bisnis jual beli emas secara tidak tunai untuk lebih berpedoman
pada ketentuan hukum Islam yang ada dalam praktik jual belinya.
Khususnya untuk Ibu Anis selaku pelaku bisnis dan penjual emas
dengan sistem pembayaran secara non tunai di Kecamatan Semampir
Kota Surabaya agar lebih transparan dalam memberikan informasi
mengenai sistem kredit yang telah ditetapkannya. Sehingga dengan
adanya transparansi dalam praktik jual beli secara non tunainya maka
tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena apapun bentuk
dari sistem kredit yang telah ditetapkan, hal itu harus disampaikan
seluruhnya kepada pembeli untuk meminimalisir terjadinya riba dalam
praktik jual belinya.
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